
1. Undang-UndengNomor45 Tahun 1999tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsl Irian, Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jay.a
dan Kota soronq (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 173, Tambahaht.embaranNegara
RI Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan UndMg-Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Psrubahan atas Undang~Undang
Nomor 45 Tahtln 1999 tentang Pembentukan
Provins] Irian Jays Tengah. Provinsi Irian Jay.a

-

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebaqalmena
dimaksudhutuf a diatas, maka pei1uditetapkan
denganPerataranGubemurPapuaBarat;

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 5 ayat 3 PeraturanPemerintahRepubHk
lndonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian HlasilPenerimaanPajak Bl;Imi dan
Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintah lDaerah, maka dipandang pertu
untuk mencatur pembaqtan dan penggunaan
Biaya PemunqutanPajak Bumi dan Bahgunan
(BP-PBB) Bagian Pemerintah Provinsi Papua
BaratTahunAnggaran2011;
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Barat, Kabupaten Panial. Kabupaten Mimiks.
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 72.
Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 3960}
sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik.
Indonesia Nornor 018IPUU-II2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentan~
Otonomi Khusus Bagi F'rovinsi Papu,!
(Lembaran Negara Republik indonesla tahu"
2001 Nomor 135. Tamb-ahan Lernbaran Negara,
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 20M tentang Peruoahan Undang
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonorm
Khusus Bag! Provinsi Papua menjadi undanq
Undang;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang;
Pembentukan Peraturan Peflllildang"undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53..
Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang,
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negar~,
Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan l.embarars
Negara Nomor 4437). sebaaalrnana telah,
diubah denqan Undang-undang Nornor 8 Tahun.
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah,
Pengganti;

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang.<·
Perubahan Undang-.Jndang Nomor 32 Tahun"
2004 tentang Pemerintahan Oaerah menjadi:
Undang-undang (Lembaran Negara lahul'! 200$;
Nomor 108, Tambahan Lernbarsn Nagar"
Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 29'04 t¢ntan~
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintatlt
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pernerintah Nornor 16 tahun 2000..
tentang Pembagian Hasif Penerirnaan Paja\<:
Bumi dan BahgunanAntara Pemer'intahPusati
dan PernerintanDaerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 lahun 2Of.i5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negata
Tahun 2005 Nomor 137)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomos 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007
tentang Perubahan Nama Provin$~ Irian Jaya
Barat nienjadi Provinsi PapLla Barati (t.embaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor 56, Tarnbahan
Lembaran Negara RI Nomor4718);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahu,", 2007
tentang Pembagian Tug~$ Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara RI Tahun
2007 Nomor 28, Tambahan Lernbaran Negara
RI Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Keuangan .Nomor
206/PMK.07/2010 tentang Perklraan Alokasi
Dana 8agi Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2010;

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nornor
4 Tahun 2009 tentang Orqantsasi Tata!1Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2009 Nemer 34);

14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nornor
1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsl Papua Barat
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah
Provinsl Papua Barat Tahen 2011 Nomor43);

15. Peraturan Gubemur Papua Barat Nomer
903/11111/2011 Tahun 2011 Centang PenJabaran
Anggar~n Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.



Pa$al3
(1) Hasil penerimaan biaya pemunqutan PBB bagian 'Pem$rintah;

Provinsi Papua Barat sebaqalrnana dimaksud pada Pasal 2
merupakan Penerimaan Daerah dan dianggarkan ke datam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) setlap
tahun;

BAa II
PEMBEBANAN ALOKA$I BIAYA PEMUNGUTAN

Pa~al2
Sumber Biaya Pernunqutan PBB sebagaimana dimaksud pads
Pasal 11 ayat (3)' untuk baqian Provinsi Papua Barat yang
rnerupakan kewenangan provinsi dalam pengaturan pembagi~m dano,
rpenggunaan biaya pemungutan paiak bumi dan banqunan tersebut.

Pa&a11
(1) Sumber Biaya Pemungutan paB adalah dari 5 (lima) Sektor :

a. Sektor Pedesaan;
b. Sektor Perkotaan:
c. Sektor Perkebunan;
d. Sektor Kehutanan; dan
e. Sektor pertambangan.

,(2) Sumber Biaya Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor
Perkotaan bagian Kabupaten/Kota.

(3) Sumber Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Sektor
Kehutanan dan Sektor Pertambangan bagian 'Pem~rintah.
Provinsi.

BAS I
SUMBER BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUM I DAN BANGUNAN

(BP-PBB)

Menetapkan PEMBAGIAN DAN PENGGUNAJ:\N BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
CBP-PBB) BAGIAN PROVINSI PAPUA BARAT.

MENIUTUSK:{\N:



Pasal7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seJak tanggal dltetapkan
denqan ketentuan apabua dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebaqalrnana mesunya

Pasal6
Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dirnaksud pada Pasal 4 hurut
C, dialokasikan pembagianriya untuk :
a. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat aebesar

70% (tujuh puluh persan);
b. Aparat Dinas Pertambangan Energi Provinsi Papua Barat

sebesar 30% (Tiga puluh persen);
c. Dalam pembaglan biaya pemungutan PBS diatur leblh lanlut

dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Papua Barat yang diberikan per triwulan.

Pasal5
Biaya pemungutan PBB bagian Pemerintah Provinsi sebaqaimana
dimaksud pada Pasal 4 hurut b, digunakan untuk rnendukunq

pernbiayaan kegiatan pemuncutan PBB yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai Tim lntensifikasi PBS

tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2011.

Pasal4
Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebaqalrnana
dimaksud pada Pasal2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
a. Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 5% (lima

persen);
b. Tim Intensifikasi PBB tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 20%

(dua puluh persen);
c. Aparat Instansl Pelaksana Teknis di Provinsi Papua Barat

sebesar 75% (tujuh puluh persen).

(2) Biaya pemuI'lgutan PaB dibebankan kepada DQkumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provlnsi
Papua Barat.



'Salinan peratura" ini diSampaikan kepada :
1. MenteriDalam Negeri RI di Jakarta; .
2. MenteriKeuangan RI dJakarta;
3. Direktur Jenderat PUMDA Kementerian Dalarn Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PaPik baerah dan Retribusi Oaerah Kementerian

Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur PBB dan aPHra Direktorat Jen\:leral Pajak Kementertan

Keuangan RI di Jakarta;
6. Ketua DPRPB Papua Barat pi Manokwari;
7. Kepala Kanwil. DirektQrrat.JenderalPalak 'Papua dan Malukl) di Jayapura;
'8. Kepala Dinas Pendap(i.tan Daerah Provirisi Paptla aa.ratdi Manokwari;
9. Kepala Badan Peng~lola Keuangan danl As..,t lDa$rah Provinsi Papua

Barat di Manokwari.

Untuk salinan yang sah sesual dengan asunya,

Diundangkan di Mal)okw~ri
pada tanggal 28 Juni 2011

SEKRETARIS tJAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAPITTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARJ\T TAHUN 2011 !'.IOMOR170

Ditetapkan di Manokwari
pads tanggal27 Juni 2011
GUBERNUR;PAPUA BARAT,.

CAPITTD

ABRAHAM O. ATURURI

Agar setiap orang mengetahuinya. memerlntahkan pengundang$n
Peraturan ini dengan penempatannya dalam 8erita Daarah Provinsi
Papua Barat.


